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TAHUIY 2S25

BUPATI HALMAIIERA BARAT,

bahwa dalam rangka menindaklanjuli Surat Direktur .Jenderal
Pengembangan Ekonr:mi clan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor :

'2'211PFJ.O.I.05/VI/2025 ;lerihal : Permohonan Penetapan Tim
Pelaksana Kegiatan dan Tim Koordinasi Program Transformasi
Bkonomi Kampung Terpadu {TEKAD}, maka perlu menetapkan Tini
Peiaksana dimaksuci dengan Keputusan Bupati;
bahu.,a berrlasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksucl huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Organisasi
Perangkat Daerah Sebagai Tirn Pelaksana Kegiatan dan Ketua Tirn
Pelaksana Kegiatan Program Transformasi Bkonomi Kamplrng Terpadu
iTtrKAD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun '2fi'25.

Unrlang undang Nomor 6O Tahun 1958 tentarrg Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tental'rg Pernbentukan l)aerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Suratantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-unclang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Ka.trupaten Buru dan Katrupaten Maluku Tenggara
Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tent"ang Femtrentukan
Kabupaten Haimahera Utara, Katrupaten l-Ialmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabuiraten Flalmahera Timur dan Kota
Tidore Kepuiauan di Provinsi Maluku tJtara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

{Lembaran Negara Repiltrlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 428{>};

Undang-undang Nouror 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (l,embaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam"bahan Lembaran Neg:rra
Repubiik Indonesia l{omor aa00);
Undang-unclang Nom<ir 6 ?ahun '2014 tentang Desa (Lembaran ltlegara
Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia l{omor 5495) sehagaimana telah cliubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A'23 tentang Penetapan Peraturan
Penrerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2422 tentanSl
Cipta Kerja menjadi Undang-Undar:g ikmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun '2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nrirnor 6856);
Undang-undang Nornor 30 Tahun 2$14 tentang Administrasi
Pemerjntahan (l.embaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2*14
Nomor '29), Tambahan l,embaran Negara Reputrlik Indonesia Nortor
560U;
lJndang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keclua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan l)aerah;
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9. Unclang-undang Nomor 1 Tahun '2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

l$.Undang-unrlang Nomor 13 'I'ahun '2022 tentang Peruhahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perun clang- undangan;

1l.Undang-undang Nomor 20 Tahun '2A23 tentang Aparatur Sipil Negara;
l2.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Per:aturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2$14 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-unrlang Nornor 6 Tahrln 2Al4 tentang Desa;

13.Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2A22 tentang ffekosentrasi dan
Tugas Fembantuan;

l4.Peraturan Daerah Kai:upaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun '20'21

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Ba:'at
Nomor 6 Tahun ZAU) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Flalmahera Baratr

15.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nonlor 1 Tahun '24'25
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja l)aerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran '2025;

l6.Peraturan Bupati Halmahera Ilarat Nomor 20 Tahun 2021 l.entartg
Perubahan Keernpat Peraturan l3upati Haknahera Ra::at Ftrontor f0
Tahun 2076 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

lT.Feraturan l3upati Halmahera Barat Nonror 1 Tahun 2425 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ilalmahera Rarat Tahun Anggaran '2025;

1. Surat Direktur Jenrleral Pengembangan Bkonomi dan Investasi Desa
dan Daerah Tertinggal Nomor : 221|PEL.A4.A5/V112025 Perihal :

Permohonan Penetapan TPK dan Tim Koorclinasi Program'lItKAD.
2. Surat Kepala DPMPD Katl. Flalmahera Barat Nr:mor :

14AIffiSIDPMPD/2025, Pedhal : Permohonan Penetapan SK Bupati.

MEMUTUSKAtrI :

KtrPUTUSAN BUPATI HALMAHtrRA BARAT TtrNTANCi PtrNtrTAPAN
ORGANISASI PERANGKAT DABRAH StrBAGAl TIM PELAKSANA
KtrGIA'TAN DAN KETUA TlM PtrLAKSANA KtrGIATAN PROGI&qM
TRANSFORMASI trKONO&{I KAMPUNG TERPADU {T}'KAD} I{AT]UPATEN
}{AI,MAIIERA BARAT

Menetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat clan Pemerintahan Desa
Katrupaten Halmahera Barat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Progxam
Transformasi trkonorni Kampung Terpadu {TtrKAD) Kabupaten
Haimahera Barat Tahun 2025.
Menetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Mas_yarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat. setragai Ketua Tim
Pelaksana l{egiatan Prograrr TtrI(AD Kabupaten Flalmahera Barat"
Keputusan irri mulai ber'laku pada tanggal ditetapkan denga*
ketentuan apabila dikenrudian hari terdapat kekeiiman akan dilakukan
perbaikan se bagaimana rnestinya.
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BUPATI

Tembusanu Disampaikal kepada Yth ;

1 Menteri Desa dan Pernbangunan Daerah Tertinggal di.iakarta,
'2. Dirjen Pengembangau Ekonomi dan Investasi Desa di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofiti,
4. Inspektur Inspektorat Kab. I{almahera Barat di.Iailolo,
5" Kepala BKAD Kab. Halniahera l3arat. di Jailolo;
O. Arsip.

Sekretaris Daerah

Ass. FJid. Adm. Umum

Iiepala DPMPD

Katrag" Hukum & Orgs
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